
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1385, 2017 KEMENHUB. Jasa Transportasi Publik Bagi 

Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus. 
Penyediaan Aksesibilitas. Pencabutan.  

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 98 TAHUN 2017 

TENTANG 

PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA PELAYANAN JASA TRANSPORTASI 

PUBLIK BAGI PENGGUNA JASA BERKEBUTUHAN KHUSUS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa setiap penyandang disabilitas lanjut usia, anak-

anak, wanita hamil dan orang sakit berhak mendapat 

aksesibilitas terhadap pelayanan jasa transportasi publik 

berdasarkan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas dan Undang–Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 

b. bahwa pengaturan mengenai aksesibilitas bagi 

penyandang cacat dan orang sakit pada sarana dan 

prasarana perhubungan diatur dalam Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor 71 Tahun 1999 tentang 

Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit 

pada Sarana dan Prasarana Perhubungan, sudah tidak 

sesuai dengan perubahan lingkungan strategis dan 

kebutuhan bagi pengguna jasa transportasi untuk 

mencapai terwujudnya kemudahan dan kemandirian bagi 

pengguna jasa berkebutuhan khusus dalam 

menggunakan transportasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
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Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyediaan 

Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik 

Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang 

Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 
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9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention on The Rights of Persons With 

Disabilities (Ratifikasi Konvensi Aksesbilitas Penyandang 

Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5251); 

11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5871); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang 

Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang 

Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3754); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang 

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4451); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5070); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas Dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang 

Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5108); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5317); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang 

Jaringan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5468); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5594); 

21. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang 

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 144); 

22. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Aksi 

Hak Asasi Manusia Tahun 2015; 

23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/2006 

tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada 

Lingkungan; 

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 

2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta yang 

Ditarik Lokomotif; 

25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 

2013 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan 

Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah, dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang 

Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

966); 

26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 

2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan 

Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1585) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum 

Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 228); 

27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 

2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan 

Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam 

Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1391) sebagaimana telah diubah, dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2014 tentang Standar 

Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan 

Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227); 

28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 

2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan 

Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 276) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Penumpang 

Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1231); 

29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 

2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan 

Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 285); 
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30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 

2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan 

Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306); 

31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 

2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan 

Orang dengan Kereta Api (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); 

32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 

2015 tentang Penyelengaraan Terminal Penumpang 

Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1295); 

33. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 175 Tahun 

2015 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta 

Kecepatan normal dengan Penggerak Sendiri (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1739); 

34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 178 Tahun 

2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar 

Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1771); 

35. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 

2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas 

Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1823); 

36. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 816); 

37. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 

2017 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar 
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Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 603); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENYEDIAAN AKSESIBILITAS PADA PELAYANAN JASA 

TRANSPORTASI PUBLIK BAGI PENGGUNA JASA 

BERKEBUTUHAN KHUSUS. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

a. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk 

pengguna jasa berkebutuhan khusus guna mewujudkan 

kesamaan kesempatan;  

b. pengguna jasa berkebutuhan khusus adalah pengguna 

jasa karena kondisi fisiknya dan/atau permintaan 

khusus pengguna jasa yang memerlukan fasilitas dan 

perlakuan khusus, seperti penyandang disabilitas, lanjut 

usia, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;  

c. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, 

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam 

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami 

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara 

penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya 

berdasarkan kesamaan hak;  

d. Lanjut Usia selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang 

yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas;  

e. Anak-anak adalah anak yang berusia 0 tahun sampai 

dengan 5 tahun;  

f. Ibu hamil adalah keadaan ibu yang sedang mengandung 

janin di dalam rahimnya;  

g. Sakit adalah berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian 

tubuh karena menderita sesuatu; 
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h. Penyelenggara Jasa Transportasi adalah Pemerintah atau 

Badan Usaha Indonesia yang menyelenggarakan sarana 

dan prasarana transportasi;  

i. Sarana Transportasi adalah alat angkutan moda 

transportasi darat, laut dan udara yang dapat berupa 

kendaraan bermotor, kereta api, kapal atau pesawat 

udara;  

j. Prasarana Transportasi adalah segala sesuatu untuk 

keperluan menaikkan dan dan menurunkan orang 

dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan 

pemberangkatan sarana angkutan umum yang 

merupakan simpul jaringan transportasi yang dapat 

berupa terminal, stasiun, pelabuhan, atau bandar udara.  

 

BAB II 

PENYELENGGARA TRANSPORTASI PUBLIK 

 

Pasal 2 

(1) Penyelenggara jasa transportasi publik wajib 

melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa 

berkebutuhan khusus. 

(2) Guna melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), penyelenggara jasa layanan harus 

menyediakan sarana dan prasarana layanan yang 

aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus. 

 

Pasal 3 

Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada 

sarana transportasi paling sedikit meliputi : 

a. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana 

transportasi; 

b. pintu yang aman dan mudah diakses; 

c. informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di 

akses; 

d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana 

transportasi yang mudah di akses; 
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e. tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; 

dan 

f. penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman 

dan nyaman. 

 

Pasal 4 

Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada 

prasarana transportasi, meliputi: 

a. Ubin tekstur pemandu (guiding block) pada prasarana 

transportasi (pedestrian, loket,toilet dll): 

b. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang 

mudah di akses (parkir, loket, toilet dll); 

c. Informasi visual/audio terkait informasi perjalanan; 

d. Pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan 

lebar kursi roda; 

e. Area menaikkan dan menurunkan penumpang (drop 

zone); 

f. Ramp dengan kemiringan yang sesuai; 

g. Akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada 

bangunan bertingkat; 

h. Toilet yang aksesibel dengan dimensi pintu toilet yang 

sesuai dengan lebar kursi roda; 

i. Loket tiket/counter khusus ticketing yang mudah diakses; 

j. Ruang tunggu dengan kursi prioritas; 

k. Ruang menyusui/nursery room dilengkapi dengan 

fasilitas sofa, baby tafel setinggi pinggang wanita, 

penyejuk udara, wastafel, tempat sampah, dan dispenser 

air minum; 

l. Poliklinik; 

m. Ruang bermain anak; 

n. Tempat parkir; 

o. Akses bahaya kebakaran; dan 

p. Ketersediaan kursi roda yang siap pakai. 

 

Pasal 5 

Penyelenggara sarana dan prasarana transportasi wajib 

menyediakan ruang pusat informasi dan personil atau sumber 
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daya manusia yang dapat membantu pengguna jasa 

berkebutuhan khusus dengan dibekali pelatihan terkait 

pelayanan bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus baik 

sarana maupun di prasarana transportasi.  

 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 6 

Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf c dan Pasal 4 huruf c, berupa tanda-tanda khusus, 

bunyi dan gambar-gambar serta huruf Braille pada tempat 

khusus disemua sarana dan prasarana Transportasi.  

 

Pasal 7 

Penyediaan fasilitas aksesibilitas dan pelayanan khusus 

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak dipungut 

biaya. 

 

Pasal 8 

Penyediaan aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan 

khusus di bidang sarana dan prasarana transportasi 

dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas 

aksesibilitas yang dibutuhkan. 

 

Pasal 9 

(1) Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian 

Perhubungan menyusun Standar Teknis sesuai dengan 

kebutuhan fasilitas bagi pengguna jasa transportasi 

berkebutuhan khusus. 

(2) Peraturan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sudah disusun paling lambat 1 (satu) tahun 

sejak Peraturan Menteri ini diundangkan 

 

Pasal 10 

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

teknis terhadap pelaksana Peraturan Menteri ini. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 11 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1999 tentang 

Aksesibilitas Bagi Penyandang Cacat dan Orang Sakit,  

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 12 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

  

 

     Ditetapkan di Jakarta 

     pada tanggal 2 Oktober 2017 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Oktober 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,   

 

  ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

www.peraturan.go.id




